
 
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI I DPR RI 

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL 

INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN 
NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN 

NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, 
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, 
DAN KOMISI INFORMASI PUSAT) 

 
 
Tahun Sidang : 2010-2011 
Masa Persidangan :  III 
Jenis Rapat :  Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi 

dan Informatika  
Hari, Tanggal :  Senin, 17 Januari 2011 
Pukul :  14.00 WIB  
Sifat Rapat :  Terbuka 
Pimpinan Rapat :  Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. 
Sekretaris Rapat :  Suprihartini, S.IP. 
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 

1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 
Acara : 1.  Pembukaan 
  2.  Penjelasan Menkominfo mengenai: 
  a.  Evaluasi Program Kerja Kementerian Komunikasi 

dan Informatika (Kemenkominfo) Tahun 2010 
  b.   Penyerapan Anggaran Kemenkominfo T.A. 2011 

dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 
pada Semester I T.A. 2010 

  c.  Rencana Program Kerja Kemenkominfo Tahun 
2011 

  3. Tanya jawab 
  4.  Penutup 
Hadir : 43 orang dari 49 orang Anggota Komisi I DPR RI 
Pemerintah : Menkominfo, Ir. H. Tifatul Sembiring, beserta jajaran  
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I. PENDAHULUAN 
 

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada hari Senin, tanggal 
17 Januari 2011 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, 
dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si., dan 
dinyatakan terbuka untuk umum.  

 
 
II. KESIMPULAN 

 
1. Komisi I DPR RI menghargai upaya dan hasil kerja yang telah dilakukan 

oleh Kemenkominfo terkait dengan capaian kinerja Tahun 2010. Dalam 
rangka pelaksanaan program kerja Tahun 2011, Komisi I DPR RI minta 
Kemenkominfo meningkatkan kinerjanya, sehingga semua program kerja 
Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik. 
 

2. Mengingat penyerapan anggaran Kemenkominfo Tahun 2010 mencapai 
77,31% dari pagu DIPA Tahun 2010 sebesar Rp. 2.889.688.303.000,-, 
Komisi I DPR RI menggarisbawahi perlunya perencanaan keuangan 
yang baik disertai dengan pelaksanaan program kerja yang tepat, 
sehingga pada Tahun 2011 Kemenkominfo dapat melaksanakan 
penyerapan anggaran tahun 2011 sesuai dengan pagu yang tersedia. 

 
3. Merujuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2011, 

Komisi I DPR RI minta Kemenkominfo untuk segera menyampaikan 
Rancangan Undang-Undang tentang Konvergensi Telematika, 
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi 
kepada Komisi I DPR RI. 

 
4. Komisi I DPR RI dan Menkominfo sepakat bahwa penyelenggara 

jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi harus 
tunduk dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan itu, Komisi I DPR 
RI juga minta Kemenkominfo untuk melakukan sosialisasi secara baik 
terhadap rencana kebijakan-kebijakannya, sehingga mendapat 
dukungan luas dari publik. 
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5. Terkait dengan keberadaan Research In Motion (RIM) di Indonesia, 
Komisi I DPR RI mendukung kebijakan Menkominfo untuk 
memberlakukan ketentuan perundang-undangan mengenai pornografi 
dan pembukaan akses sumber data yang harus dipatuhi oleh pihak RIM, 
serta memaksimalkan asas manfaat dari layanan RIM bagi kepentingan 
bangsa. Sehubungan dengan itu, Komisi I DPR RI bersama 
Kemenkominfo sepakat untuk membahas tentang status layanan 
blackberry dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
6. Sehubungan dengan telah dilakukannya kajian Kemenkominfo terhadap 

rencana penggabungan LPP TVRI dan LPP RRI, Komisi I DPR RI minta 
Kemenkominfo untuk melakukan kajian kembali terhadap rencana 
penggabungan LPP TVRI, LPP RRI, dan Perum LKBN Antara dalam 
rangka  penguatan terhadap tugas pokok dan fungsi dari lembaga 
penyiaran publik dan Perum LKBN Antara, sehingga keberadaan 
lembaga penyiaran publik dan Perum LKBN Antara bermanfaat bagi 
kepentingan publik di Indonesia. 
 

 
III. PENUTUP 
 

Rapat ditutup pukul 18.35 WIB 
 
 
 

Jakarta, 17 Januari 2011 
 

KETUA RAPAT, 
 
 
 

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si. 
A-73 


